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ABSTRAK

Masalah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga telah
dibicarakan Pemerintah Indonesia sejak awal kemerekaan. Jumlah pulau-
pulau tersebut belum valid karena luasnya perairan dan banyaknya
taburan pulau-pulau yang belum mempunyai nama. Penyelesaian
permasalahan Toponimi dimulai pada tingkat Kecamatan, Kabupaten,
atau pun Propinsi secara bertahap. Sebagian besar dari pulau-pulau kecil
yang berada di sekitar Pulau-Pulau di sekitar Sumatra telah memiliki
peradaban laut sejak masa Klasik, tetapi belum memiliki nama. Pulau-
pulau ini tersebar di Propinsi Kepulauan Riau (lebih kurang 156 pulau di
Kabupaten Bintan, dan ratusan pulau di kabupaten lainnya), Propinsi
Bangka Belitung, Propinsi Sumatra Barat, dan Propinsi Sumatra Utara.
Sebagian besar dari pulau yang belum bernama tersebut telah dikenal
oleh masyarakat setempat, terutama oleh para nelayan. Pulau-pulau yang
belum memiliki nama secara nasional sudah seyogyanya dimunculkan
dalam peta Indonesia dan dunia, karena dengan tercantumnya nama
tersebut dapat menambah kekuatan Indonesia dalam menjaga stabilitas
nasional. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang dicita-citakan
dalam Pembukaan UUD 1945 dan Wawasan Nusantara hanya dapat
terwujud jika tidak ada lagi permasalahan Toponimi Indonesia.

1. Pengantar
Kalau anak jajahan menggugat penjajah adalah reaksi biasa, seperti
yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Belanda pada awal abad

ke-20. Ketika itu bermunculan gerakan-gerakan bangsa Indonesia secara

terorganisasi untuk melawan Belanda atas kebijakannya yang tidak adil,



pemaksaan, eksploitasi, pembodohan, dan sebagainya. Akan tetapi lain
halnya dengan penggugatan yang dilakukan oleh J.C Van Leur dan G.J.
Resink. Mereka menggugat para sarjana bangsa Belanda, bangsanya
sendiri supaya tidak melihat Indonesia hanya dari atas geladak kapal.
Maksudnya adalah bahwa pada umumnya para sarjana Eropa melihat
Indonesia dengan kaca mata Eropa, melalui perspektif Eropa atau Eropa
Centris, khususnya Neerlando Centris.

J.C Van Leur dan G.J. Resink menolak perspektif Eropa tersebut
dan menyarankan untuk melihat Indonesia dari perspektif Indonesia
sendiri atau Indonesia Centris. Pandangan mereka bertujuan untuk
melihat dan mengungkapkan sejarah Indonesia dengan perspektif
Indonesia dan bukanlah sejarah orang Eropa di Indonesia, tetapi benar-
benar sejarah Indonesia sendiri.

Pandangan J.C Van Leur dan G.J. Resink membawa angin baru
dalam penulisan Sejarah Indonesia sehingga sejarah Indonesia tidak
bertahan dengan sifat konvensionalnya, tetapi berkembang dengan
metodologi yang bersifat multidimensional. Salah satu perkembangan
yang tidak bisa dihindari adalah perubahan yang lebih luas dalam
pengkajian sejarah sehingga muncul kajian dengan pendekatan
Multidimensional, dia antaranya adalah peradaban laut (maritim).

Pengkajian sejarah selama periode sejarah konvensional adalah
tentang kejadian-kejadian di darat. Pada hal sangat banyak kejadian yang

berlangsung di lautan atau perairan. Indonesia terdiri dari dua pertiga



bagian dari wilayahnya adalah lautan dan hanya sepertiga bagian yang
menjadi daratan. Laut yang sangat luas tersebut ditaburi oleh beribu-ribu
pulau besar dan kecil sehingga membentuk Negara Kelautan yang
ditaburi oleh pulau-pulau atau Archipelagic State. Negara Kelautan ini
menurut A.B. Lapian terdiri dar laut inti yakni Laut Jawa, Laut Cina
Selatan, Laut Banda, dan dan Laut Flores."

Dalam kesenian Indonesia, lagu Nenek Moyangku, terselip bait
lagu yang mengingatkan bahwa wilayah Republik Indonesia terdiri dari
perairan yang sangat luas sehingga di mana-mana penduduknya
berorientasi ke laut. Nenek Moyangku adalah seni khas nyanyi anak-anak
Indonesia yang melukiskan aktifitas nenek moyang sebagai pelaut dan
nelayan. Lagu ini dinyanyikan oleh anak-anak yang sedang berada pada
usia belajar dengan tujuan untuk membangkitkan spirit sebagai bangsa
pelaut di kawasan maritim Nusantara. Di antara sampiran dan isi bait
nyanyi tersebut adalah sebagai berikut: “Nenek moyangku orang pelaut;
Gemar mengharung luas Samudra; Menerjang ombak tiada takut;
Menempuh badai sudah biasa” Isi bait lagu itu menyatakan bahwa orang
Indonesia pada umumnya berorientasi ke laut untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Mereka adalah para pelaut ulung yang telah berpengalamann
berlayar di lautan. Disamping memiliki keahlian dalam navigasi mereka

juga telah berpengalaman dalam menghadapi gelombang tinggi dan

! Adrian B. Lapian. “Laut, Pasar, dan Komunikasi Budaya”, dalam Kongres
Nasional Sejarah 1996 Sub Tema Dinamika Sosial Ekonomi Ill. Jakarta : Depdikbud R,
hal. 141.



ombak besar. Angin kencang, badai, dan topan dihadapi mereka dalam
kehidupan sehari-hari.

Pembahasan ini bertujuan untuk mengungkapkan dinamika sejarah
peradaban laut dan pulau-pulau yang merupakan kegiatan maritim di
sekitar Sumatra, yakni kawasan pantai barat dan Timur. Laut itu
memainkan peranan penting dalam memajukan daerah pedalaman
melalui perdagangan. Faktor pertumbuhan dan kemerosotan aktivitas laut
terlihat dalam lintasan historis, corak dan dinamika hubungan ekonomi-
politik antar laut. Dengan kata lain studi tentang peradaban laut di sekitar
Pulau Sumatra adalah usaha untuk menggali dinamika dunia maritim

pulau-pulau di Nusantara bagian barat.

B. Geografis Pulau Sumatra

Pulau Sumatra adalah bagian dari pulau-pulau di Nusantara yang
termasuk pulau besar. Luas pulau ini adalah sekitar 473.606 kilometer
persegi. Ada beberapa nama untuk pulau Sumatra, di antaranya Pulau
Alas, Pulau Andalas, Pulau Perca, dan Pulau Sawit (diprediksikan pada
masa yang akan datang), karena sedang terjadi penanaman sawit secara
besar-besaran di punggug Pulau Sumatra. Pulau Alas berarti pulau hutan
rimba. Penamaan ini berdasarkan atas kekhasan yang dimiliki oleh pulau
tersebut, yakni berdasarkan kondisi Pulau Sumatra yang memiliki hutan

rimba raya yang sangat luas dan memiliki potensi hasil hutan yang



melimpah. Pulau Andalas berarti pulau yang banyak ditumbuhi oleh
sejenis pohon yang bernama Andalas jenis Morus Morus Macroura.
Pohon Andalas tumbuh di sebagian besar bumi Sumatra sehingga disebut
sebagai Pulau Andalas. Nama Pulau Perca berasal dari kata Perca, yang
berarti getah. Perca adalah getah yang berasal dari pohon karet, Pohon
ini banyak tumbuh di Pulau Sumatra, seperti Aceh, Sumatra Utara,
Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Pohon
karet adalah komoditi Pulau Sumatra sejak zaman kolonial sampai masa
Orde Baru.

Pulau Sumatra memanjang dari barat laut ke tenggara. Pulau-pulau
kecil mengeliligi Pulau Sumatra, yang seolah-olah memagari pulau besar
sebagai induk, yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Di
antara pulau-pulau yang mengitari Pulau Sumatra adalah sekitar 194
pulau yang telah punya nama dan tersebar di beberapa daerah serta lebih
kurang 300 pulau yang belum punya nama.? Pulau yang telah memiliki
nama tersebar di wilayah, seperti Daerah Nangroe Aceh Darusslam
(Pulau Weh, Pulau Breuen, Pulau Babi, Pulau Simeulue, Pulau Banyak,
Pulau Tuangku, dan Pulau Bangkaru). Pulau yang terdapat di Daerah
Sumatra Utara di antaranya adalah Pulau Nias, Pulau Ujung Batu, Pulau
Musala, Pulau Tapak Kuda, Pulau Pini, Pulau Tanah Masa, dan Pulau

Tanah Bela.

2 Data ini diambil berdasarkan peta-peta yang diterbitkan untuk
kepentinngan pelajar dan siswa di Sekolah Dasar sampai Sekolah Tingkat Lanjutan Atas.



Daerah Sumatra Barat memiliki Pulau Tangah, Pulau Angas, Pulau
Pisang, Pulau Sikuai, Pulau Sirandah, Pulau Sironjong, Pulau Setak Kecil,
Pulau Karsik, Pulau Pisang Keteng, Pulau Parsumpahan, Pulau Ular,
Pulau Siberut, Pulau Masokut, Pulau Karang Manjat, Pulau Siburu, Pulau
Sipora, Pulau Siduamata, Pulau Pagai Utara, Pulau Silabusabeu, Pulau
Pagai Selatan, Pulau Taitaitanoro, Pulau Langairak, Pulau
kaibulaubunggai, Pulau Jujuan, Pulau Niau, Pulau Masilo, Pulau Maunuh,
Pulau Simaimu, Pulau Dodiki, Pulau Panggalaran, Pulau Auso, Pulau
Panjang, Pulau Ujung, Pulau Sauh, Pulau Piyeh, Pulau Air, Pulau Pandan,
Pulau Bindalang, Pulau Toran, Pulau Sinyaru, Pulau Laut, Pulau
Bintanggor, Pulau Marak, Pulau Nyamuk, Pulau Cubedak, Pulau Babi,
Pulau Aur Gadang, Pulau Aur Kacik, Pulau Panju, Pulau Karsik Painan,
Pulau Karaba Kacik, Pulau Katang-Katang, Pulau Baringin, Pulau
Gosong, Pulau Karaba Besar, Pulau Gosong Nambi, Pulau Pototogat,
Pulau Pitojat, Pulau Muko, Pulau Siruamata, Pulau Sirso, Pulau Silabu
Saberu, Pulau Pitojetsabeu, Pulau Sibigau, Pulau Libuat, Pulau Salowi,
Pulau saumang, Pulau Pasimungguk, dan Pulau Sanding. Daerah
Bengkulu memiliki Pulau Enggano, Pulau Tikus, Pulau Dua, Pulau
Bangkai, Pulau Merbau, Pulau Kito, Pulau Satu.

Pulau-pulau yang terdapat Daerah Riau dan Kepulauan Riau
adalah Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Rangsang,
Pulau Tebing Tinggi, Pulau Kundur, Pulau Penyeler, Pulau Batam, Pulau

Remping, Pulau Kelapa Jernih, Pulau Telan, Pulau Sugi, Pulau Combol,



Pulau Ladi, Pulau Setoko, Pulau Subang Mas, Pulau Lobam, Pulau
Noenang, Pulau Bulan, Pulau Rempang, Pulau Bintan, Pulau Mapoi,
Pulau Galang Besar, Pulau Galang, Pulau Gin Besar, Pulau Numbing,
Pulau Temiang, Pulau Sebangka, Pulau Buaya, Pulau Bakung, Pulau
Bakong, Pulau Lingga, Pulau Selayar, Pulau Singkep, Pulau Kijang, Pulau
Sambu, Pulau Pahat, Pulau Mubur, Pulau Matak, Pulau Nanas, Pulau
Jemaja, Pulau Raibu, Pulau Tokong Piramida, Pulau Sekatung, Pulau
Laut, Pulau Natuna Besar, Pulau Batang, Pulau Lagong, Pulau subi,
Pulau Panjang, Pulau Midai, Pulau Serasan, Pulau Benuwa, Pulau
Tambelan Besar, Pulau Pinang Seribu, Pulau Pejantan, Pulau Mas, Pulau
Baso, dan Pulau Niur.

Pualu-pulau yang terdapat di Daerah Jambi adalah Pulau Lingga
dan Pulau Singkep. Daerah Sumatra Selatan mermiliki Pulau Alang
Gantang. Sementara pulau-pulau yang terdapat di Daerah Bangka-
Belitung adalah Pulau Lepar, Pulau Liat, Pulau Selui, dan Pulau
Mandanao. Daerah Lampung memiliki Pulau Pisang, Pulau Tabuan, Pulau
Umang, Pulau Legundi Tua, Pulau sebuku, Pulau sebesi, Pulau Rakata
Kecil, Pulau sertung, Pulau Rakata, Pulau Penjurit, dan Pulau Kandang
Balik.

Baik pulau yang telah meimiliki nama maupun belum menjadi
tempat lalu lintas perdagangan dan dikunjungi oleh para pedagang
dengan menggunakan alat angkutan laut. Sementara itu laju

perkembangan pulau-pulau di bagian timur Sumatera mengalami



peningkatan karena jalur perdagangan Selat Malaka berkembang dengan
pesat. Barang-barang tambang misalnya dicari oleh orang Eropa ke pulau
ini, seperti emas, batubara, timah, dan sebagainya. Selain itru juga
terdapat hasil perkebunan dan hasil hutan, seperti kemenyan, kapur
barus, lada, damar, karet, kopi, cengkeh, kayu manis (Casiavera), karet,

kelapa sawit, dan sebagainya.

C. Peradaban Laut dan Pulau di Sekitar Sumatra

Pada mulanya Pulau-Pulau di sekitar Sumatra adalah suatu
kawasan yang tidak menarik dan tidak populer. Orang Eropa pada
mulanya memandang dunia luarnya hanya sebatas Timur Tengah, Afrika,
dan daratan Amerika. @ Akan tetapi setelah memasuki Perang Dunia
Kedua, kawasan tersebut mulai diperhitungkan bangsa-bangsa Eropa
karena menjadi kawasan yang strategis sebagai basis petahanan perang
oleh tentara Sekutu dan Jepang pada tahun 1939-1945. Secara otomatis
kawasan yang menjadi bagian dari Asia Tenggara itu menjadi populer,
baik bagi tentara Sekutu maupun bagi orang Eropa lainnya, terutama bagi
para peneliti.

Kegiatan perdagangan sebagai bagian dari peradaban laut
berlangsung di pulau-pulau di sekitar Sumatra . Aktivitas itu didominasi
oleh berbagai etnis yang melakukan pelayaran, seperti Bugis, Banten,
Aceh, Minangkabau, Melayu, dan sebagainya. Kedatangan orang Eropa

untuk mencari rempah-rempah di sekitar Sumatra berakibat pada



perebutan pengaruh laut dan menjadikan beberapa pelabuhan utama
sebagai pangkalan untuk mengawasi daerah penghasil rempah-rempah.
Sampai abad ke-16 penduduk pulau di sekitar Sumatra sudah sedemikian
akrab dengan perdagangan dan pelayaran, sehingga mereka tidak
merasa asing lagi dengan dunia kelautan dan telah mengetahui sistem
angin musim dan ilmu perbintangan. Tidak heran bahwa beberapa pulau
tertentu selalu dicari karena menjual barang-barang tertentu.
Setelah kehadiran pedagang asing di kawasan itu maka beberapa pulau
menjadi tempat pemukiman para pedagang.

Pulau-pulau di sekitar Sumatra didiami oleh suku bangsa yang
memiliki kebudayaan khas, seperti Aceh, Minangkabau, Batak, Rejang
Sawah, Pekal, Enggano, Mentawai, Anak Dalam, Muko-Muko, Kepulauan
Riau, dan sebagainya. Sebagian dari suku tersebut tinggal di daerah
pesisir. Menurut sumber-sumber Tiongkok, kerajaan-kerajaan yang
terletak di pantai timur Pulau Sumatra telah berdagag langsung dengan
India Selatan sejak tahun 250 Masehi sampai awal abad ke-5 Masehi.
Perluasan rute perdagangan selanjutnya sebagai kekuatan laut adalah
Sumatra bagian selatan, yang terletak antara Jambi dan Sungai Musi.?
Sejak tahun 430 Masehi sampai abad ke-7 Masehi perdagangan laut
antara India dan Tiongkok (Canton) dikontrol oleh kekuatan pantai di
sekitar Sumatra. Ketika itu rempah-rempah, kapur barus dan kemenyan

dari Sumatra telah sampai di India dan di Kekaisaran Romawi. Pengaruh-

3 F.H. Van naerssen dan R.C. De longh. The Economic and
Administrative History of Early Indonesia. Leiden/ Koln: E.j. Brill, 1977, p. 30.



pengaruh peradaban tersebar melalui jalan perdaganan ini. Para pelaut,
saudagar, dan emigran dari India diikuti oleh para pendeta Hindu yang
didatangkan oleh raja-raja Kepualauan Nusantara dan ditempatkan di
kraton-kraton. Mereka bertugas sebagai penasehat raja di istana. Dengan
demikian Hinduisme (dalam istilah ini termasuk juga semua aliran pikiran
atau ilmu lainnya yang timbul di India) tersebar ke timur, meliputi Asia
Tenggara pada umumnya.

Peradaban dagang telah menjadi sumber perekonomian yang
utama ketika itu. Hubungan peradaban antara Sumatra dan India memberi
kesempatan bagi para pedagang Sumatra untuk saling menerima
kebudayaan antara sesama pedagang. Mereka juga mengetahui
organisasi-organisasi yang terbentuk dalam perdagangan, seperti
Kelompok 500 dan Kelompok 1500 di Barus, kota tua di pantai barat
Sumatra.* Pulau-pulau di sekitar Sumatra umumnya memiliki garis pantai
yang baik untuk persinggahan pelayaran, baik pulau besar maupun pulau
kecil. Kapal dan perahu dibuat oleh arsitek tradisional setempat untuk
memenuhi kebutuhan transportasi air sesuai dengan kondisi perairan
masing-masing. Tidak terlepas pula dari sistem kepercayaan dan

peradaban masyarakat kelautan atau maritim.

D. Masalah Toponimi di sekitar Sumatra

4 K.A. Nilakanta Sastri. “A Tamil Merchant Guild in Sumatra”, dalam TBG
72, 1932, hal. 314-327. Lihat juga M. Nur. “Bandar Sibolga di Pantai Barat Sumatra Pada
Abad Ke-19 Sampai Pertengahan Abad Ke-20". Jakarta: Disertasi Program Pascasarjana
Universitas Indonesia, 2000, hal. 56.



Di antara pulau-pulau kecil yang mengitari yang mengitari Pulau
Sumatra sebagai pulau yang besar berjumlah sekitar 495 pulau. Hanya
sekitar 195 di antaranya yang telah memiliki nama. Sementara terdapat
sekitar 300 pulau yang belum memiliki nama. Kondisi tersebut sangat
mempengaruhi keutuhan dan ketahanan nasional Indfonesia. Masalah
perbatasan Indonesia dengan negara tetangga telah dibicarakan
Pemerintah sejak awal kemerdekaan, tepatnya 17 Februari 1969, ketika
Pemerintahan Soekarno mengeluarkan pengumuman tentang landas
kontinen negara Republik Indonesia. Indonesia telah berpartisipasi aktif
dalam membuat perjanjian dengan negara-negara Asia Tenggara
umumnya dan ASEAN khususnya. Sejak dasawarsa terakhir semua
negara yang berada di Asia Tenggara telah menjadi anggota ASEAN. Di
antara perjajian yang telah disepakati adalah dengan Malaysia (27
Oktober 1969), Thailand ((17 Desember 1961), Malaysia Il dan Thailand
(21 Desember 1971), Australia (18 Mei 1971), Singapura (25 Mei 1973),
India (8 Agiustus 1974), dan Australia Il (9 Oktober 1973).

Walaupun perjanjian telah dibuat dan disetujui oleh negara
tetangga, namun persoalan landas kontinen tidak pernah selesai karena
rumitnya letak suatu pulau-pulau dalam bentuk taburan yang besar.
Persoalan Pulau Sipadan, Pulau Ligitan, dan Blok Ambalat adalah
masalah landas kontinen yang muncul pada tahun tahun sebelumnya dan
tahun 2005. Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terjadi

akibat status pulau yang tidak jelas pengelolaannya. Blok Ambalat adalah



landasan kontinen Indonesia yang terletak di dibawah perairan Laut
Sulawesi. Landasan ini terletak pada kedalaman 2.500 meter di bawah
permukaan laut.
Malaysia telah melakukan pemboran minyak di sekitar Blok
Ambalat. Aktivitas Malaysia ini mendapat protes dari Indonesia dengan
melakukan patroli gabungan antara Angkatan Darat, Laut, dan Udara
Indonesia. Selain itu Indonesia melakukan pengeboran minyak di
kawasan Blok Ambalat. Pengeboran tersebut sebelumnya telah
dikuasakan Indnesia kepada perusahaan ENI Italia dan Perusahaan
Unocal Amerika Serikat. Kehadiran TNI untuk menjaga kedaulatan
wilayah di kawasan Ambalat dan mengawasi pembangunan mercuar suar
membuat Pemerintah Malaysia mengeluarkan Nota Protes terhadap
Indonesia atas tindakan itu. Nota Protes tersebut dilayangkan kepada
kepada Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Abbdurrahman M.
Fakhir. Aktivitas yang dilakukan Indonesia di Blok Ambalat adalah
membangun Mercu Suar di Pulau Karang Menarang. Pulau ini dianggap
oleh Malaysia sebagai miliknya. Pembangunan Mercu Suar inilah yang
memancing konflik antara Indonesia dan Malaysia. Presiden Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono mencari suatu upaya solusi terbaik dalam
menjelaskan pemilikan yang tumpang tindih terhadap suatu pulau.
Malaysia menuntut bahwa perairannya di sebelah timur Kalimantan
Utara lebih dari 12 mil, pada hal Malaysia bukanlah negara Kepulauan.

Berbeda halnya dengan Indonesia, bahwa menurut hukum internasional



wilayah perairan Indonesia terluar adalah sejauh 200 mil dari garis pantai
pasang surut. Batasan ini dideklarasikan ketika munculnya ZEE (Zone
Ekonomi Ekslusif) Indonesia pada 21 Maret 1980. Perbedaan pandangan
antara Indonesia dan Malaysia menimbulkan perbedaan status pulau-
pulau yang terletak di perbatasan, seperti Pulau Sipadan, Pulau Ligitan,
Landasan Ambalat, dan Pulau Karang Gumarang.

Peristiwa yang terjadi pada Pulau Sipadan, Ligitan, dan Blok
Ambalat memungkinkan juga terjadi di pulau-pulau kecil yang berada di
sekitar Pulau Sumatra khususnya bagi pulau yang belum memiliki nama.
Pulau-pulau ini tersebar sebagian besar di Propinsi Kepulauan Riau dan
Kepulauan Riau (lebih kurang 156 pulau di Kabupaten Bintan dan
ratuasan pulau di kabupaten lainnya), Propinsi Bangka Belitung, Propinsi
Sumatra Barat, dan Propinsi Sumatra Utara. Sebagian besar dari pulau
yang belum bernama tersebut telah dikenal oleh masyarakat setempat,
terutama nelayan. Mereka menyebut pulau yang didarati sesuai dengan
kekhasan pulau itu, namun belum tercatat dalam peta Indonesia. Pulau-
pulau yang belum memiliki nama secara nasional sudah seyogyanya
dimunculkan dalam peta Indonesia dan dunia karena dengan adanya
nama tersebut dapat menambah kekuatan Indonesia dalam menjaga
stabilitas nasional. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia yang
dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Wawasan Nusantara
hanya dapat terwujud jika tidak ada lagi permasalahan toponimi

Indonesia. Konsep perbatasaan Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI)



yang menetapkan bahwa jarak laut wilayah Indonesia adalah sekitar 200
mil dari garis pantai terluar Indonersia harus diaplikasikan dengan
pembuatan nama pulau-pulau kecil yang belum bernama atau
mencantumkan nama pulau tersebut pada peta nasional. Sistem
pertahanan Indonesia akan tetap rawan apabila bangsa Indonesia tidak
mengenal pulau-pulau yang dimilikinya. Kebutuhan yang sangat urgen
bangsa Indonesia dalam mempertahankan wilayah teritorial adalah
memberi nama pulau yang belum bernama supaya dikenal oleh

masyarakat dunia.

E. Kesimpulan

Kajian tentang tradisi peradaban laut di sebuah kawasan pulau-
pulau merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Hal ini disebabklan karena
kondisi geografis wilayah Sumatra terdiri dari ratusan pulau yang
bertaburan di dalam perairan Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, Selat
Sunda dan Selat Karimata. Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia
keseluruhan yang terdiri dari 13.677 pulau, maka persoalan Toponimi
tentunya semakin besar karena hanya sekitar 5000 pulau yang yang telah
memimiliki nama. Penduduk Indonesia sendiri tidak mengenal dengan
baik pulau yang menjadi milik mereka. Pengalaman konflik yang terjadi
antara Indonesia dan Malaysia menyentakkan bangsa Indonesia terhadap

kepemilikan tanah air atas pulau-pulau.



Pulau Sumatra adalah pulau terbesar di bagian barat Indonesia
dan berdekatan letaknya dengan negara Malaysia, Singapura, Thailand,
Bangladesh, India, dan Srilanka. Pulau Sumatra dan pulau-pulau kecil di
sekitarnya telah memiliki peradaban laut yang tinggi sejak abad pertama
Masehi sehingga suku bangsa yang terdapat di sekitarnya telah mengenal
peradaban laut melalui perdagangan dan pelayaran. Kondosi ini sangat
didukung oleh “Jalan Sutra Laut” antara Cina dan India. Pulau-pulau kecil
yang belum memiliki nama di sekitar Pulau Sumatra tersebar sebagian
besar di Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Bangka Belitung, Propinsi
Sumatra Barat, dan Propinsi Sumatra Utara. Pulau-pulau yang belum
memiliki nama di kawasan Sumatra sudah seyogyanya dicatatkan dalam
dokumen berupa peta Indonesia supaya bisa menjadi bukti bahwa pulau-
pulau tersebut adalah milik Indonesia. Keberadaan pulau yang jelas dan
konkrit dapat meningkatkan stabilitas nasional Indonesia. Kondisi sosial
ekonomi juga dapat mempengaruhi penduduk sebuah pulau untuk
memihak kepada kekuatan yang melindunginya.

Aktivitas yang harus dilakukan Indonesia terhadap pulau-pulau di
kawasan Sumatra dan kawasan Indonesia lainnya adalah memberi nama
semua pulau yang belum dikenal dan memberdayakan penduduk di
sekitarnya serta membangun Mercu Suar di pulau-pulau tertentu dengan
jarak yang relatif dekat. Mercu Suar dapat menjadi pertanda bahwa pulau
tersebut dalam pengelolaan negara Indonesia dengan membangun

bidang pisik dan mental.



Selama berabad-abad Pulau Sumatra dan pulau-pulau kecil di
sekitarnya telah menjadi pangkalan perdagangan sebagai urat nadi
perekonomian yang ditunjang oleh peradaban laut. Pulau yang terbesar di
bagian barat Nusantara ini juga pernah menjadi pangkalan pelayaran di
Samudra Hindia. Kapal-kapal dan perahu yang berlayar menuju
Madagaskar pada masa kuno bertolak dari Pulau Sumatra. Dalam kurun
abad ke abad Pulau Sumatra tetap berfungsi sebagai pangkalan
perdaganganan dan pelayaran, karena perut buminya banyak
mengandung sumber daya alam dan sumber daya manusia. Penggunaan
kata untuk pemberian nama sebuah pulau haruslah mencerminkan
kekhasan pulau itu, seperti hasil bumi, hasil hutan, tipe ikan, bahan
tambang, peran sejarah, kultural, sosial, jenis tanah atau pasir, tumbuhan

khas, dan sebagainya yang terdapat di pulau tertentu.
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